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PETA PROSES BISNIS (PROSES UTAMA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

PROSES UTAMA

POLPP O1. POLPP 02.

Meningkatnya Meningkatnya Ketentraman
Penyelenggaraan Pelaksanaan dan Ketertiban Umum serta
Perda dan Perkada Perlindungan Masyarakat

PROSES PENDUKUNG (MANAJERIAL)

Ispjnbay upbp siuxe| ubbunyng

POLPP 03. POLPP 04. POLPP 05. POLPP 06. POLPP 07.

Pengelolaan Peraturan Pengelolaan Data dan Pelayanan dan Pengelolaan Organisasi Manajemen Resiko
Perundang-Undangan Teknologi Informasi Informasi Komunikasi dan Tatalaksana
dan Layanan Hukum Komunikasi
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PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES )
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

POLPP O1.

POLPP 01.01. POLPP 01.02. POLPP 01.03.




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES )
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

POLPP 02.
POLPP 02.01. POLPP 02.02. POLPP 02.03. POLPP 02.04.

POLPP 02.05. POLPP 02.06. POLPP 02.07. POLPP 02.08.




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES )
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

POLPP 02.09. POLPP 02.10. POLPP 02.11. POLPP 02.12.

POLPP 02.13. POLPP 02.14. POLPP 02.15. POLPP 02.16.

POLPP 02.17. POLPP 02.18. POLPP 02.19. POLPP 02.20.




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES )
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

POLPP 02.21. POLPP 02.22. POLPP 02.23. POLPP 02.24.

POLPP 02.25.




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

( Pol PP 01.01.)

Pembukuan
inventarisasi dan
BIRO HUKUM

pelaporan barang
milik Daerah

Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

SATPOL PP
(Bidang PPUD)

—

Dilakukannya koordinasi untuk
melakukan Penyuluhan,
Pengawasan dan Pembinaan
Peraturan Daerah dan Peraturan

Gubernur

—» Satpolpp Kab / Kota Bersama

SATPOL PP Satpolpp Provinsi koordinasi
Kab /Kota untuk melakukan Penyuluhan,
Pengawasan dan Pembinaan
— Dilakukannya Sosialisasi Kepada
Masyarakat Masyarakat Se- Kab / Kota

Provinsi Lampung




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
( Pol PP 01.02.)

Melakukan Analisis dan Pengumpulan
SATPOL PP Data Pelanggaran Peraturan Daerah,

(Bidcmg PPUD) Peraturan Gubernur dan Ujuk rasa di
Provinsi Lampung

Melakukan Pengolahan Data
Pelanggar Perda, Pergub dan

Laporan hasil Deteksi Dini

'

POLRI Melakukan koordinasi

dalam pelaksanaan
Deteksi Dini dan
pengumpulan data

Pelanggaran Perda dan

SATPOL PP PerGub .
Kab /Kota

Pengawasan, Pengumpulan Data
Masyarakat —  Pelanggar dan keterangan
Deteksi Dini di dalam Masyarakat




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

( Pol PP 01.03.)

BIRO HUKUM

Melakukan Analisis
Pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan —

Gubernur

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

SATPOL PP
(Bidang PPUD)

PPNS Melakukan koordinasi

—®  dalam Penelidikan, Penyidikan —

dan melaksanakan Operasi
Yustisi

SATPOL PP
Kab /Kota

Diberikannya Teguran atau
Sanksi terhadap Masyarakat
atau Badan Hukum




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan

( Pol PP 02.01.)

Melaksanakan Pengamanan

SATPOL-PP Pada Kantor OPD serta Aset
(Tibum & Tranmas)

Pada Pemprov Lampung

Pencegahan Ganggguan

Ketentraman
dan Ketertiban Umum .
TN|/POLR| Melalui Melaksanakan
Deteksi Dini dan Cegah Pengamanan dan
Dini Pengawalan

Pembinaan dan
Penyuluhan, Pelaksanaan

Patroli, Pelaksanaan Patroli

— Trantibum

DISHUB

Pengamanan dan

Pengawalan

Melaksanakan Pengamanan
OPD PEMRPOV Pada Kantor OPD serta Aset

Pada Pemprov Lampung




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
( Pol PP 02.02.)

Penindakan Atas Gangguan Ketentraman
- Ya
(TibSﬁTgc'l)'kolzfnos) — VERIFIKASI — dan Ketertiban Umum berdasarkan

Perda dan Perkada Melalui Penertiban

dan Penanganan Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Masa
TNI/POLRI
KESBANGPOL
Melaksanakan Tugas
i Tidak

UNIT INTEL Infelejen a2

SATPOL PP
BIRO ADMINISTRASI
DAN PEMERINTAHAN

Melaksanakan Tugas
SET. DPRD Sebagai Fasilitator

OPD PEMPROV




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan Tugas
( Pol PP 02.03.)

SATPOL-PP
(Tibum & Tranmas)

BIRO ADMINISTRASI Informasi Atas
PEMERINTAHAN Pegawai yang —
Meninggal

Persiapan Personil, Tempat

dan Peralatan Terkait
Upacara

Pemulangan Pegawai yang

——  Meninggal dalam Melaksanakan
Tugas

PIMPINAN DAERAH /
PERWAKILANNYA




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

( Pol PP 02.04.)

SATPOL PP
(Bidang LINMAS)

Perencanaan,
Penyusunan Bahan
workshop, Koordinasi,
dan Undangan

Rapat Pembahasan,
Penetapan Jadwal
Kegiatan

Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

— VERIFIKASI

Ya
—

SEKDA
PROVINSI LAMPUNG

Tidak

Pelaporan Dokumen

BUPATI/WALIKOTA
Se-PROV. LAMPUNG

Pelaksanaan Kegiatan

SATPOL PP
Kab /Kota

ANGGOTA LINMAS
Kab /Kota




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia

( Pol PP 02.05.)

Perencanaan,
Penyusunan Bahan Ya

SATPOL PP — Rapat Pembahasan, — VERIFIKAS]
(Bidcmg LINMAS) workshop, Koordinasi, e renaen Jedyel .

dan Undangan

Kegiatan

SEKDA Tidak Pelaporan Dokumen

PROVINSI LAMPUNG

Pelaksanaan Kegiatan

BUPATI/WALIKOTA
Se-PROV. LAMPUNG

SATPOL PP
Kab /Kota




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

(Pol PP 02.06)

SATPOL-PP Perencanaan,
(Bidang SDM) 1 I—P
Penyusunan
Bahan Kegiatan, —
Koordinasi dan Rapat
Undangan
5 Pembahasan,
BPSDM Penetapan Jadwal
Kegiatan
 — ——  Pelaksanaan
Kegiatan
POLDA
SWASTA

RSUD Abdul Moeloek

Ya
—_— VERIFIKASI —_

Laporan
Dokumen

Tidak

Menerima
Laporan




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

( Pol PP 02.07.)

SATPOL-PP
(Bidang SDM)

Dirjen Bina
Administrasi

Kewilayahan
(KEMENDAGRI)

Permintaan Peserta
Diklat PPNS,
Pengusulan Nama _|_>
Peserta, Pendaftaran
Peserta —_—
Pemanggilan
Peserta, Penebitan

SPT, Pelaksanaan
Diklat PPNS

Badan Diklat Reserse
Lemdiklat Polri

|_> VERIFIKASI ——»

Laporan

Tidak

Menerima
Laporan




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah

( Pol PP 02.08.)

SATPOL-PP
(Sub.bag Perencanaan)

Penyusunan Dokumen Renstra,
Renja,RKT, ROK, RAK, PK, SAKIP,
Rencana Aksi, Inovasi Daerah,
Kerangka Acuan

VERIFIKASI

Ya
e

Laporan  ——

BAPPEDA

Tidak

BPKAD

BALITBANGNOVDA

Biro Organisasi

INSPEKTORAT

—

Pengawasan
Kinerja

Menerima
Laporan




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

( Pol PP 02.09.)

SATPOL-PP
(Sub.bag Perencanaan)

Penyusunan DPA Murni
dan Perubahan,
Penginputan Aplikasi SIPD, =———
SIPPD,SIPKD,ESR, E-
RENSTRA, SITAPIS

VERIFIKASI

Laporan

BAPPEDA

Tidak

BPKAD

Biro Organisasi

Biro Administrasi
Pembangunan

Menerima
Laporan

INSPEKTORAT

—

Pengawasan
Kinerja




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

( Pol PP 02.10.)

Penyusunan Dokumen dan

Penginputan Evaluasi Ya
SATPOL-PP Renija, LKJ, LPPD,SPM
(Sub.bag Perencanaan) Ja, LR, ' . —> VERIFIKASI — PEIaporan
Evaluasi Rencana Aksi, I—
GAP.
BAPPEDA Tidak
BPKAD

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

Biro Organisasi

Biro Administrasi
Pembangunan

Menerima
Laporan

INSPEKTORAT

—®  Pengawasan Kinerja




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS

( Pol PP 02.11.)

SATPOL-PP Menyiapkan Ya Menyiapkan
(Subbag Keuangan) SPD-LS gaji l r SPP LS-GAJl
VERIFIKASI - SPM LS-GAJl
Tidak ‘
v
Melaksanakan
BPKAD pembuatan SP2D untuk
pencairan dana
v
Melaksanakan
Pengawasan
INSPEKTORAT gawe Peloporan,
Kinerja Pengawasan, Evaluasi

dan Reviu




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Rekonsiliasi dan Penyusunan Lapopran Barang Milik Daerah Pada SKPD
(Pol PP 02.12.)

Membuat/Menyiapkan
(S b?)ATPI?L_PP ) berkas dan bahan Tidak Ya Pelaporan
u Og euongcn - _Ya
bahan untuk rekonsiliasi VERIFIKASI Dokumen
V'
v
Melaksanakan
rekonsiliasi rutin
BPKAD Bulanan, Triwulan
dan semester
v v
Melaksanakan
Pengawasan Palaporan)
INSPEKTORAT Kinerja Pengawasan, Evaluasi

dan Reviu




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
( Pol PP 02.13.)

Pembukuan
SATPOL-PP inventarisasi dan _ Pelaporan
(Subbag Keuangan) sclzperen bereng [N Tdak  VERIFIKASI —2  Dokumen
milik Daerah
'y
v
Melaksanakan
pelaporan rutin -~ ___
BPKAD Bulanan, Triwulan
dan semester
v v
Melaksanakan
Pengawasan Pelaporan,
INSPEKTORAT Kinerja Pengawasan, Evaluasi

dan Reviu




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
( Pol PP 02.14.)

s SATPOL-pP ) Menyiapkan 1 —  Menyiapkan
ubbag Keuangan
SPD TU VERIFIKASI  — >PP TU

SPM TU

Tidak

v

Melaksanakan
BPKAD pembuatan SP2D untuk
pencairan dana

v

Melaksanakan
Pengawasan Pelaporan,

Kinerja Pengawasan, Evaluasi

INSPEKTORAT

dan Reviu




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
( Pol PP 02.15.)

Input Data Kepegawaian, —I—> Rapat Pembahasan dan
SATPOL-PP Usul Kebutuhan Pegawai, Penetapan I . VERIFIKASI Ya|
(Subbag Umum & Kepegawaian) Pembentukan Tim PAK
]
’ Pelaporan
Tidak Dokumen,
BKD
penerbitan, dan

pencetakan

dokumen

BIRO ORGANISASI

KEMENDAGRI




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor
(Pol PP 02.16.)

Pemeliharaan, Instalasi ‘ I

Pembelian alat, bahan, dan

Pelaporan Dokumen

SATPOL-PP
(Subbag Umum & Kepegawaian)

jasa pelayanan instalasi

PENYEDIAAN
BARANG & JASA

PLN




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
(Pol PP 02.17.)

Belanja alat/bahan untuk

SATPOL-PP kegiatan kantor, belanja

(Subbag Umum & Kepegawaian) borcmg dan jasa

PENYEDIAAN
BARANG & JASA

BIRO PENGADAAN
BARANG & JASA

Pembelian alat/bahan,

pembelian barang dan jasa

L

Pelaporan Dokumen




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
(Pol PP 02.18.)

Belanja alat/bahan untuk
kegiatan kantor, belanja

alat rumah tangga, belanja — —L Pelaporan Dokumen

SATPOL-PP barang dan jasa
(Subbag Umum & Kepegawaian)

Pembelian alat/bahan,
pembelian peralatan rumah

tangga

PENYEDIAAN
BARANG & JASA




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
(Pol PP 02.19.)

Pembuatan, pencetakan,
dan penggandaan

SATPOL-PP
(Subbag Umum & Kepegawaian)

PENYEDIAAN
BARANG & JASA

Pembelian alat/bahan

cetak

L

Pelaporan Dokumen




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Penyediaan Bahan / Material
(Pol PP 02.20.)

SATPOL-PP
(Subbag Umum & Kepegawaian)

Tersedianya alat tulis kantor
untuk kelancaran kegiatan

kantor

PENYEDIAAN
BARANG & JASA

Pembelian alat/bahan tulis

kantor

L

Pelaporan Dokumen




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
(Pol PP 02.21.)

Perencanaan, Penyusunan
SATPOL-PP Bahan Kegiatan, Koordinasi,
dan Undangan _r

SATPOL PP
Kab /Kota

OPD

KEMENDAGRI

Rapat Pembahasan,

Pembentukan dan

Penetapan

L

_I_' Pelaporan Dokumen

Pelaksanaan
Kegiatan




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
(Pol PP 02.22.)

SATPOL-PP ' Pemeliharaan, instalasi, dan Ya
(Umum & Kepegawaian) koordings I—r —|—> VERIFIKASI — Pelaporan Dokumen
| —)
Pemasangan,
PLN

Pembelian alat/bahan

instalasi dan jasa

pelayanan

PDAM

TELKOM

DISKOMINFO Tidak




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan
(Pol PP 02.23.)

Pemeliharaan, dan

Ya
U SQTEOL'PP an) pengurusan perizinan atas VERIFIKASI _I Pelaporan
mum & Kepegawaian |
Pegaw barang/alat operasional r _,  Dokumen

kantor

Pembelian
komponen/alat,
SAMSAT pembayaran pajak
kendaraan dan

perizininan

BPKAD Menerima

Laporan

PENYEDIAAN
BARANG & JASA Tidak




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
(Pol PP 02.24.)

Perawatan dan

SATPOL-PP pemeliharaan peralatan
(Subbag Umum & Kepegawaian) : : Pelaporan
dan mesin lainnya guna — S
_ _ Dokumen
penunjang kegiatan kantor

Pembelian alat/komponen,
pembayaran jasa

pelayanan

PENYEDIAAN
BARANG & JASA

v

Menerima
Laporan

BPKAD




PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
(Pol PP 02.25.)

Perawatan dan

SATPOL-PP pemeliharaan bangunan

(Subbag Umum & Kepegawaian) Pelaporan

kantor guna penunjang —> —L Dok A—
okumen

kegiatan kantor

Pembelian alat/komponen,
pembayaran jasa

pelayanan

PENYEDIAAN
BARANG & JASA

v

Menerima
Laporan

BPKAD




PETA PROSES BISNIS (PETA RELASI)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pol PP 01 : Meningkatnya Penyelenggaraan Perda dan Perkada

Pol PP 01.01. Pol PP 01.02. Pol PP 01.03.

Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Pembinaan Penyidik Pegawai

Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
Gubernur




PETA PROSES BISNIS (PETA RELASI)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pol PP 02 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pol PP 02.01.
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan

Pol PP 02.02. Pol PP 02.03.

Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Ketertiban Umum (PPNS) Provinsi
Patroli, Pengamanan dan Pengawalan




PETA PROSES BISNIS (PETA RELASI)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pol PP 02 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pol PP 02.04. Pol PP 02.05. Pol PP 02.06.
Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin
dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan Pegawai

Umum Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia




PETA PROSES BISNIS (PETA RELASI)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pol PP 02 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pol PP 02.07. Pol PP 02.08. Pol PP 02.09.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

Dokumen Perencanaan Perangkat daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD




PETA PROSES BISNIS (PETA RELASI)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pol PP 02 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pol PP 02.10. Pol PP 02.11. Pol PP 02.12
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Rekonsiliasi dan Penyusunan Lapopran

Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Barang Milik Daerah Pada SKPD




PETA PROSES BISNIS (PETA RELASI)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pol PP 02 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pol PP 02.13. Pol PP 02.14. Pol PP 02.15.
Penatausahaan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pendataan dan Pengolahan Administrasi

Pada SKPD Kepegawaian




PETA PROSES BISNIS (PETA RELASI)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pol PP 02 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pol PP 02.16. Pol PP 02.17. Pol PP 02.18.
Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Listrik/Penerangan Bagunan Kantor Kantor




PETA PROSES BISNIS (PETA RELASI)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pol PP 02 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pol PP 02.19. Pol PP 02.20. Pol PP 02.21.
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan / Material Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD




PETA PROSES BISNIS (PETA RELASI)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pol PP 02 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pol PP 02.23.
Pol PP 02.22. , ° ’ , Pol PP 02.24.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air
dan Listrik

Pemelih Peralatan dan Mesin Lai
Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan emefiharaan Feralatan dan [Ylesin Lainnya

Dinas Operasional /Lapangan




PETA PROSES BISNIS (PETA RELASI)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Pol PP 02 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pol PP 02.25.
Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya




